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((dariHal 1 menarik rem darurat,” kata-  DKlJakartaAhmadRizaPatria  dapat sanksi teguran tertulis
Mereka melihat sejumlah  nyadalam siaran tertulisnya,  (Ariza) menegaskan adanya dan 98 pelanggardikenaisank-

kebijakan GubernurAniesBas -
wedan tidak konsisten dengan
upayamenekan penyebarluas-
an pandemi. “Pemprov DKI
masihlemah melakukan peng-
awasan. Pelanggaran masih di-
temnukan di mana-mana. Saya
pesimis ancaman denda pro-
gresif ini bisa berjalan mulus,”
ujar Ketua Fraksi PKB DPRD
DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas,
kemarin.

Hasbiallah pun menyaran-
kan agar Gubenrur Anies meli-
batkan pihak kepolisian dan
TNIuntuk menegakan aturan
PSBB kali ini. Dia tidak yakin
kalau Satpol PP bisa bergerak
sendiri menegakkan aturan ini.
“Pengawasan mesti ketat, ide
bagus itu kalau koordinasi
dengan kepolisian dengan ten-
tara itu turun juga di bawah
membantuSatpol PP, katanya.

Tidakjauhbedadengan itu,
anggota Komisi E DPRD DKI
Jakarta, Ahmad Idris, juga pe-
simistis denda progresif bakal
berlangsung efektif menekan
penyebaran korona. Alasan -
nya, sejumlah kebijakan Pem-
prov DKI justru kontrapro-
duktif dengan penanganan
Covid-19 seperti kebijakan 32
titik pengganti car free day
(CFD)dansistem ganjil-genap.

Idris tidak heran bila dalam
dua pekan terakhir positivity
rate Jakarta semnpat melonjak
menjadi7,1%,jauhdiatasstan -
daramanWHO,yakni5%.Ang-
ka kasus positif selama per-
panjangan PSBB masa transisi
juga meningkat tajam dengan
rata-rata kasus 422 orang/
hari.

“Kami mendesak Pemprov
DKT Jakarta segera membe-
berkan kebijakan rem darurat
yang disiapkan untuk mere -
damlonjakankasusdiJakarta.
Pengetatan ataupun pelong-
garan aturan suatu hal yang
lazim dilakukan pada saat
Pandemi, terakhir kita lihat
kota Manila dan Melbourne
kembali memperketat perge-
rakan warga akibat lonjakan
kasus. Gubernur Anies tidak
boleh lengah dan ragu untuk

Rabu (5/8).

Idris mengungkapkan, saat
ini di Jakarta relah merebak
kluster-kluster penyebaran in-
feksi antara lain kluster pasar
tradisional yang sudah me-
rambah ke permukiman dan
kluster perkantoran. Masyar-
akat juga cenderung salah me-
ngartikan perpanjangan status
PSBBmasatransisisebagaikon-
disiyang sudah kembali seperti
semula. “Tidak ada perbedaan
daritiga kali perpanjangan ini.
Kita tidak bisa berharap ada
perubahanhasilkalau Pemprov
DKIhanya berpangku tangan
dan sekadar memperpanjang
status tanpa ada upaya pen -
cegahan,"ungkapnya.

Pengamat kebijakan publik
dari Universitas Trisakti, Tru-
bus Rahardiansyah, menilai
positif langkah Pemprov DKI
untuk mempersempit penu-
laran Covid-19. Namun, dia
menekankan agar Pemprov
DKI lebih baik memperketat
pengawasan dengan melibat-
kan masyarakat pada masa
PSBB transisi. “Pengawasan
yang dilakukan selama PSBB
transisi ini belum ketat dan
masyarakat tidak dilibatkan
sepenuhnya. Libatkan masya
rakat. Percuma denda sebesar
apa pun, sanksi pidana saja ti-
dak bisa membuat jera,” ucap-
nya.

Trubus mengingatkan bah-
wa selain tidak akan efektif
tanpa adanya pengawasan,
denda progresif justru mem-
perburuk perekonomian yang
tengah merosot saat pandemi
ini, Haliniterjadikarenadenda
progresif nantinya akan mem-
bebani pelaku usaha yang ak-
hirnya berdampak pada daya
beli masyarakat. Apalagi pe-
merintah pusat mengizinkan
pelakuusaha beroperasi untulk
menjaga daya beli masyarakat.
“Kalau dikenakan denda pro-
gresif, pelaku usaha terbebani,
Bisa tutup dia dan akhirnya
berdampak terhadap karya-
war dan daya beli masyarakat
berkurang,” tekannya.

Kemarin Wakil Gubernur

pengetatan pengawasan dan
penegakan hukum pada masa
PSBB transisi yang diperpan-
jang hingga dua pekan menda-
tang. Langkah ini diambil de
ngan alasan status kasus po-
sitif Covid-19 diJakarta masih
tinggi. “Semua tempat kita
awasi. Kalau sekali melanggar
kita kenakan denda, dua kali
melanggar dendanya dua kali
lipat,” ancamnya.

PSBB Transisidimulaisejak
5 Junilalu. PSBB transisi fase
pertamayangdiperpanjangse-

tiap dua pekan itu telah mem -

buka sebagian kegiatan de-
ngan tetap menjaga protokol
kesehatan. Itusudah berlaku
untukmalataupusatperbelan-
jaan, perkantoran, taman, dan
sejumlah tempat wisata. Na-
mun, adabeberapasektor yang
belumbisaaktifsepertitempat
hiburan malam, resepsi perni-
kahan, industri pameran/pe-
nyewaan tempat pertemuar,
konsermusik, dan olahragaair.

Sejauh ini Satpol PP DKI
Jakarta telahmenindak62.158
orang pelanggar PSBE transisi
sejak berlalu 5 Juni lalu. Total
sanksidenda yang terlumpul
mencapai Rp1,5 miliar, Ka-
satpol PP DKI Jakarta Arifin
memaparkan, untuk kategori
perorangan yang melangpar
PSBB berjumlah 62.158 urang,
yang55.387 orangdiantaranya
hanyadiberi sanksi sosial. Ada-
pun 6.811 orang telah diberi
sanksi denda dengan jumlah
vang terkumpul berjumlah
Rp1.007.560.000.

Selanjutnya, kegiatan-ke-
giatan sosial budayadan pari
wisata yang ditindak ada seki-
tar 58 tempat dengan 26 tem
pat diantaranya disegel. Ada
pun24tempatlainnyadikenai
dendadan delapan lainnya di-
beriteguran tertulis. Daripe
langgaran jenis ini terkumpul
jumlah denda mencapai
Rp193.500.000.

Selain itu, Satpal PP telah

menindak pelanggaran di fasi -

litas-fasilitas wmum. Total ada
601 pelanggar yang ditindak
dengan 503 di antaranya men-

sidenda, Jumlah denda yang
dikumpulkan Rp369.850.000.
Alhasil, keseluruhan denda
vang dikumpulkan selama
masa PSBB transisi mencapai
Rp1.570.000.000.

Arifin mengalkui, sanksi so-
sial dan sanksi denda yang di-
berikanitubhelummemberiefek
jerabagi masyarakat. Untukitu,
saat ini Pemprov DKI Jakarta
tengah menyusun peraturan
sanksi hasil evaluasi yang dilalau-
kan selamaini. “Nanti akan di-
kenakansanksidendaprogresif
bagi siapa saja pelanggar yang
berulang kali melakukan pe-
langgaran,”ancamnya.

Polri Utamakan
Pendekatan Preventif -

Kepala Biro Penerangan
Masyarakat Divisi Humas Pol-
ri, Brigjen Pol AwiSetiyonome-
negaskan, dalam penegakan
protokol kesehatan di masya-
rakat Polri menggunakan pre-
ventif dan preemtif. Alasan-
fiya, operasi untuk penegakan
protokol kesehatan agar ma-
syarakat aman dari Covid-19
adalah operasi kemanusiaan.

Meski demikian, Awi meng-
pariskan, jika pelanggaran ter-
hadapUndang-Undang Karan-
tina, ITE, maupun KUHE, itu
sudah masuk ke ranah Polri.
“Karena memang kami ini ope-
rasinya operasi kemanusiaan.
Kami sampaikan lebih ke pre-
ventif dan preemtif," katanya
dalam diskusi di Media Center
Satuan Tugas Penanganan Co-
vid-19, Graha BNPB, Jakarta,
kemarin.

Awimenuturkan, penegak-
an sanksi kepada masyarakat
pelanggar protokol kesehatan
ada di tangan pemerintah dae-
rah melalui peraturan daerah.
Awi pun mendorong pemda
untuk mendesain sanksi da-
lam rangka penegakan hu-
kumnya. Dia memberikan ap -
resiasi kepada pemda yang
memberikan saksi sosial agar
menjadi efek jera kepada pe-
langgar protokol kesehatan.
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